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SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 208 /[SEKJEN/2021
TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2021

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pelaksanaan
reformasi birokrasi dan sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani perlu
menetapkan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
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b. bahwa penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

- sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia;
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Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6409); &




4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 108);

6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan
Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 56);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813),
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
617);

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI ATAU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021.




PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan unit kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Unit kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini yaitu :
Biro Persidangan II;

Pusat Kajian Anggaran;

Pusat Perancangan Undang-Undang;

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat; dan

Biro Kesekretariatan Pimpinan.
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Unit kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan
ini, yaitu:

1. Biro Kerja Sama Antar Parlemen; dan

2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Deputi, Kepala Badan Keahlian dan Inspektur
Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;

2. Kepala Biro/Inspektur : Perencanaan dan Keuangan,
Inspektur I dan Inspektur II Sekretariat Jenderal DPR
RI;

3. Kepala Bagian/Bidang : Administrasi Keuangan, Evaluasi
dan Pelaporan, Hukum, Arsip dan Museum Sekretariat
Jenderal DPR RI;

4. Unit kerja yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS JENDERAL,
L]
INDRA ISKANDAR
NIP. 19661114 199703 1 001 )¢




